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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Trandliterasi dimaksudkan sebagal pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke
abjad yang lain. Tranditerasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab
dengan huruf-huruf Latin beserta perangkainya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam trangliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf
latin:

Tabel 0.1: Tabel Tranditerasi Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak difambangkan
Ba B Be
-
R Ta T Te
[
- Sa $ es (dengan titik di atas)
Jm J Je
C
Ha h ha (dengan titik di
C bawah)
. Kha Kh kadan ha
C
5 Dal D De
3 Zal z Zet (dengan titik di atas)
Ra R er
J




3 Zai Z zet
P Sin S es
P Syin Sy esdanye
” Sad S es (dengan titik di bawah)
. Dad d de (dengan titik di
ol bawah)
5 Ta t te (dengan titik di bawah)
1 Za E zet (dengan titik di
bawah)
¢ ‘an ) komaterbalik (di atas)
. Gain G ge
C
3 Qaf Q Ki
A Kaf K ka
J Lam L e
- Mim M em
R Nun N en
P Wau wW we
A Ha H ha
. Hamzah ‘ apostrof
&< Ya Y ye
B. Vokal

Voka bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupatanda atau harakat,
trandliterasinya sebagai berikut:
Tabel 0.2: Tabel Tranditerasi Voka Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A a
_ Kasrah I [
> Dammah u u

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Tranditerasi Vokal Rangkap
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

Fathah dan ya Ai adanu

TS

_ 5 Fathah dan wau Au adanu
Contoh:

wf kataba
- Jx.e fada
J.w« suila
- S kaifa
- de- haula

C. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

trandliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
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Tabdl 0.4; Tabea Tranditerasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
e Fathah dan alif atau A adan garis di atas
ya
T Kasrah danya ] i dan garis di atas
s Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:

- Jb gala

- u-/y rama

- JJ qila

- Jyu yaqilu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah'mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, trangliterasinya
adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al sertabacaan keduakataitu terpisah, maka
ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
Contoh:

_ JUbYias3,  raudah a-atfaliraudahtul atfal

Ao _-80 SR.0 -

- §ed) 4yl @l-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
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_ il talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tandatasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf
yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- J5  nazzda
- W d-birr

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
namun dalam trangdliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Katasandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditrandliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditrandliterasikan
dengan sesual dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai
dengan bunyinya
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:

22

- U= arrgulu
- V'L"J‘ al-galamu
- :,MMJ\ asy-syamsu

L a-jalaly



G. Hamzah
Hamzah ditrangliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang
terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

}}2/

- J4=U  ta’khuzu
- x> Syai’un
- ;;5\ an-nau’u

- 0l inna

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiep kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka _penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- g@\jﬂ g h 31 9 Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

- bles gl f&\ - Bismillahi majreha wa mursaha

-

I. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
trandliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri



itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

-

- quw‘ u) w ad Alhamdu lillahi rabbi al-*alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin
- V"'JM J@J* Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang |engkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Rj ik dil Allaahu gafarun rahim

S VOP SN | Lillahi al-amru jami“an/Lillahil-amru jami‘an
Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
trandliteras ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan [Imu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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MOTO

BEKAL terbaik adalah kesederhanaan. Orang bisa pergi kemanapun, mencari,
menjadi, atau mendapatkan apapun. Tapi tanpa merawat kesederhanaan, ia tak
pernah bisa benar benar pulang.
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ABSTRACT

Rosada, Fakhrunnisa 2024. Legal Awareness of Recording the Status of Children
from Secret Marriages (Case Study in Karangdadap District, Pekalongan Regency)
Thesis. Idamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia, UIN
K.H.Abdurrahman Wahid Pekal ongan.

The practice of unregistered marriages that still occur in Karangdadap
District can cause various legal problems, especially related to the status of
children. In fact, the law has clearly regulated that every child has the right to a
clear legal statusthrough official registration of marriage and birth in accordance
with Article 42 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage..

This study aims to deeply understand the legal per spective of a mother on the
recording of the status of a child born from a secret marriage and to deeply
understand the practice of secret marriage in Kaligawe \illage, Karangdadap
District. Thetype of research used isthrough Juridical Sociology, namely a method
that combines law and social sciences to study a problem. This study uses a
qualitative approach, namely a research approach that focuses on an in-depth
understanding of a phenomenon, experience, or social interaction. The data used
are primary data, namely data collected directly by researchers from the first
source, such as through interviews, surveys, or observations, and secondary data,
namely data that is already available and collected by other parties, for example
from books, journals, or reports.

The results of the study illustrate in line with the indicators in the region as
stated by Soerjono Soekanto about the stages in the theory of legal awareness,
namely: legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behavior.
Sill not snowing appropriaie results, seen fromtheanalysis of low legal awareness,
Participant legal understanding is also relatively low. Although some Participants
understand the importance of recording child status, they do not know alternative
solutions such as the use of the Absolute Responsibility Statement (SPTJM)
according to Permendagri Number 9 of 2016. Thelegal attitudes of the Participants
showed a lack of appreciation for the importance of administrative records. Some
Participants were indifferent because they felt that the administrative process had
no direct benefits for their daily lives. The compliance of the Participants legal
behavior was greatly influenced by obstacles such as social stigma, economic
limitations, lack of access to information, and low levels of education. As a result,
many children from unregistered marriages have not been officially registered.

Keywords: Birth Registration, Unregistered marriage, Child statu
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ABSTRAK

Rosada, Fakhrunnisa 2024. Kesadaran Hukum Pencatatan Status Anak Hasil
Nikah Siri (Studi Kasus Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)
Srips. Program  Studi  Hukum Keluarga Idam.Fakultas Syariah UIN
K.H.Abdurrahman Wahid Pekal ongan.

Praktik pernikahan siri yang masih terjadi di Kecamatan Karangdadap dapat
menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutamaterkait status anak. Padahal,
undang-undang telah mengatur dengan jelas bahwa setiap anak berhak atas status
hukum yang jelas melalui pencatatan perkawinan dan kelahiran secararesmi Sesuai
dengan Pasal 42 Undang-Undang Namer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam perspektif hukum
seorang ibu terhadap pencatatan status anak yang lahir dari pernikahan siri.dan
untuk memahami secara mendalam praktik pernikahan siri di Desa Kaligawe
Kecamatan Karangdadap. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah melalui
Yuridis Sosiologis yaitu cara yang menggabungkan hukum dan ilmu sosial untuk
mempelajari suatu masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu
pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam tentang suatu
fenomena, pengalaman, atau interaksi sosial. Data yang digunakan adalah data
primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama,
seperti melalui wawancara, survel, atau observasi, dan Data sekunder yaitu data
yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, misalnya dari buku, jurnal,
atau laporan.

Hasi| penelitian mengambarkan sejal an dengan indikator yang adadi wilayah
tersebut seperti yang dikemukakan Soerjono Soekanto tentang tahapan dalam teori
kesadaran hukum yakni: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum,
dan perilaku hukum. Masih belum menunjukan hasil yang sesuai, terlihat dari
analisis rendahnyakesadaran hukum, Pemahaman hukum Partisi pan jugatergolong
rendah. Meskipun beberapa Partisipan memahami pentingnya pencatatan status
anak, mereka tidak mengetahui solusi aternatif seperti penggunaan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJIM) sesual Permendagri Nomor 9 Tahun
2016. Sikap hukum Partisipan menunjukkan kurangnya apresias terhadap
pentingnya pencatatan administrasi. Beberapa Partisipan bersikap acuh tak acuh
karenamerasa proses administrasi tidak memiliki manfaat |angsung bagi kehidupan
sehari-hari. Ketaatan perilaku hukum Partisipan sangat dipengaruhi oleh kendala
seperti stigma sosia, keterbatasan ekonomi, kurangnya akses terhadap informasi,
dan rendahnya tingkat pendidikan. Akibatnya, banyak anak hasil nikah siri yang
status hukumnyatidak tercatat secararesmi.

Kata kunci: Pencatatan, Pernikahan Siri, Status Anak
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *memberikan
definisi yang jelas mengenai anak yang sah. Pasal 42 undang-undang tersebut
menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai
akibat dari pernikahan yang sah. Dengan kata lain, status sah atau tidaknya
seorang anak ditentukan-oleh status pernikahan orang tuanya pada saat anak
tersebut dilahirkan.Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah secaraotomatis
dianggap sebagal anak yang tidak sah.

Hukum perdata menetapkan batasan waktu kehamilan (Paling sedikit 180
hari dan Paling lama 300 hari setelah perkawinan)? untuk memastikan bahwa
seorang anak yang dilahirkan memang benar-benar hasil dari hubungan
perkawinan yang sah. Batasan waktu ini juga digunakan sebagai sal ah satu dasar
dalam menentukan perhitungan usia seorang anak. Tujuan dari aturan hukum ini
adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait status perkawinan dan nasab
anak. Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak anak agar
tidak dirugikan akibat ketidakpastian status hukumnya.®

Perkawinan siri membawa banyak risiko hukum bagi pasangan dan anak-
anak yang terlibat. Tanpa adanya akta nikah, mereka tidak memiliki

perlindungan hukum yang memadai dan kesulitan untuk menuntut hak-hak

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2 Pasal 284 KUH Perdata
3Subekti, (2003), Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan ke 31, Jakarta: Intermassa, him.



mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan untuk menikah secara
resmi agar terhindar dari berbagai masalah hukum di kemudian hari. Sesuai
dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
hanya anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat secara resmi di instansi
pencatatan sipil yang dapat dianggap sebaga anak sah. Perkawinan siri, yang
tidak memenuhi syarat pencatatan tersebut, mengakibatkan anak yang dilahirkan
dari perkawinan tersebut hanyadiakul sebagai anak dari ibunya. Akta kelahiran
anak hasil perkawinan siri umumnya hanya mencantumkan nama ibu, tanpa
menyertakan nama ayah, meskipun mungkin disertai bukti perkawinan yang
tidak sah secara hukum seperti surat nikah dibawah tangan.

Namun kasus yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Karangdadap
adalah masih banyaknya anak yang belum dicacetkan kelahiranya pada
pemerintah setempet, hal ini disebabkan oleh banyak ha yaitu karena tidak
adanya dokumen pendukung seperti tidak adanya akta nikah orang tua, atau
karena sang anak ikut tinggal bersama nenek/kakek dan orang tua tidak tahu
keberadaanya atau bahkan sudah meninggal dan tidak meninggalkan dokumen-
dokumen pendukung yang lain.

Sedangkan seharusnya setiap anak yang lahir wajib di daftarkan kepada
pemerintah terkait. Sebagaiman yang telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2006
tentang “ Setiap kelahiran wgjib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi
Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam

puluh) hari sgjak kelahiran.”* Apalagi sekarang Putusan Mahkamah Konstitusi

4 UU No 23 Tahun 2006



Nomor 46/PUU-V111/2010 telah membukajalan bagi anak hasil perkawinan siri
untuk memiliki akta kelahiran yang lengkap. Dengan adanya putusan
pengadilan, anak dapat mengetahui asal-usulnya dan mendapatkan hak-haknya
sebagal seorang anak secara penuh. Proses ini penting untuk memberikan
kepastian hukum dan perlindungan bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan
yang tercatat. Hal ini sgjalan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang.Perkawinan yang menegaskan bahwa asal-usul
anak harus dibuktikan dengan akta kel ahiran yang sah. Dengan demikian, setiap
anak berhak untuk mengetahui asal-usulnya dan memiliki status hukum yang
jelas®

Setiap anak berhak atas identitas dan status kewarganegaraan yang jelas.
Namun, anak hasil perkawinan siri seringkali menghadapi diskriminas dalam
hal akses terhadap dokumen kependudukan. Penggunaan SPTJM merupakan
upaya untuk mengatasi-ketidakadilan ini. (Permendagri No. 108 Tahun 2019
tentang Formulir dan  Buku yang Digunakan dalan Administras
Kependudukan) Meskipun demikian, masih banyak ruang untuk perbaikan.
Negara perlu berkomitmen untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan
berkeadilan, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara
optimal .2

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga membawa kebahagiaan dan

harapan. Namun, anak juga merupakan tanggung jawab bersama. Selayaknya

5 Fatia Kemalayanti, Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Sri skripsi  Jurnal Hukum Sasana,
Vol. 7, No. 2, December 2021.



harus memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka dan tumbuh
menjadi generasi yang berkualitas. ® Pencatatan kelahiran adalah kewajiban
hukum yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua. Akta kelahiran tidak hanya
berfungsi sebagai dokumen identitas, tetapi juga memberikan kepastian hukum
bagi anak. Dengan memiliki akta kelahiran, anak dapat mengakses berbagai
layanan publik dan mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti warga
negara lainnya. Keterlambatan dalam melakukan pencatatan kelahiran dapat
berdampak buruk bagi masa depan anak.®

Pernikahan siri yang tidak dicatat secararesmi di Kecamatan Karangdadap
berpotensi menimbulkan berbagal masalah hukum. Selain melanggar undang-
undang nomor 1 tahun 1974, anak yang lahir dari pernikahan tersebut jugatidak
memiliki akta kelahiran yang sah. Hal ini dapat menghambat akses anak
terhadap berbagal layanan publik, seperti pendidiken dan kesehatan, serta
meni mbulkan ketidakpasti an hukum terkait status kewarganegaraannya. Adapun
data / identitas beberapa anak di Kecamatan Karangdadap Kabupaten
Pekalongan yang belum di catatkan atau pencatatanya tidak sesuai dengan
keadaan sebenarnya di pemerintahan setempat.

Yang pertama adalah atas nama A jenis kelamin laki-laki, usia 20 tahun
dimana yang sebenarnya dia anak dari ibu S yang telah menikah siri dengan
lelaki. Namun ketika ibu S meninggal dunia sang suami juga ikut pergi

meninggalkan rumah, sehingga A diasuh dan dibesarkan oleh orang tua

6 Siska Lis Sulistiani, 2015, Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama
Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, cetakan ke satu, PT RefikaAdi Tama, Bandung, Hal.15

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20013 Tentang Perubahan Atas
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27.



amarhum ibu S. Sang nenek mencatatkan data diri anak A dengan status anak
dari yang sebelumnya berstatus sebagai cucu, hal ini disebabkan karena ketika
amarhum ibu S menikah dengan sang suami tidak memiliki dokumnen
pernikahan dengan serta sang ayah dari anak A pergi tanpa meninggakan
satupun dokumen administrasi.

Kemudian yang kedua adalah anak | anak dari ibu A dan sang suami,
permasalah berawal dari ketikakelahiran anak pertama mereka yang bernamall
dimana sang anak memeiliki sedikit kekurangan dalam satu hal, hal tersebut
menjadi salah satu alasan tidak dicatatkannya sang anak/belum dicatatkannya
identitas sang anak, namun ternyata tindakan itu berkelanjutan hingga anak
kedua, namun beruntung anak kedua mereka di adopsi oleh sebuah keluarga
yang sadar akan hukum dan sadar akan fungs dan manfaat adanya hukum
tersebut, sehingga anak kedua atau adik dari | identitasnya dicatatkan pada
pemerintah setempat, sedangkan anak | sampai sekarang identitasnya belum
dicatatkan.

Yang ketuga adalah anak bungsu dari Ibu K, dimana dalam hal ini ibu K
sedikit paham akan hukum, namun belum menjalakna prosedur hukum yang
semestinya. Yang dimana seharusnya dalaam pencatatan anak di dalam KK
tercantum jelas nama kedua orang tua, namun pada kenyataan hanya tercamtum
nama sang ibu sedanhkan nama ayah kosong.

Berdasarkan uraian diatas diduga terjadi di Kecamatan Karangdadap
Kabupaten Pekalongan. Dimana dalam kasus pertama yang terdapat di wilayah

K ecamatan Karangdadap adal ah terdapat seorang anak (A) lahir dari pernikahan



sirri antaraB dan H, namun pencatatan dokumen lahir sang anak tercantum pada
dokumen pasangan K dan S, yang dimana pasangan ini sebenarnya adalah ayah
dan ibu dari B, hal tersebut disebabkan karena anak (A) tidak memungkinkan
jika harus terdaftar dalam dokumen negara antara H dan B yang mana hanya
melangsungkan pernikahan sirri sgja. ’

Praktik yang terjadi di Kecamatan Karangdadap telah melanggar
ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
Tahun 2019. Peraturan tersebut secara tegas mengatur tata cara pencatatan sipil,
namun kenapa masih ada yang tidak memenuhi kewajiban untuk melaporkan
kelahiran anak.® Ada masalah di Kecamatan Karangdadap, terdapat orang yang
tidak mendaftarkan pernikahan dan kelahiran anak mereka secara resmi.
Padahal, ada aturan yang mewajibkan kita untuk mendaftarkannya. Makanya,
saya ingin meneliti lebih dalam tentang masalah ini, khususnya tentang
kesadaran masyarakat -untuk mendaftarkanstatus anak yang lahir dari
pernikahan siri dengan judul “Kesadaran Hukum Pencatatan Status Anak Hasil
Nikah Sirri (Studi Kasus Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kesadaran hukum sang ibu terhadap pencatatan kelahiran anak
hasil nikah sirrinya?
2. Bagaimana akibat hukum sang ibu terhadap pencatatan kelahiran anak hasil

nikah sirrinya?

7 Wawancara dengan Bapak Wayuno, tanggal 08 September 2024, dirumah informan
kecamatan Karangdadap
8 Penelitian Lapangan di Kecamatan K arangdadp Kabupaten Pekal ongan.



C. Tujuan Pendlitian
1. Menjelaskan kesadaran hukum sang ibu dalam mencatatkan kelahiran anak
hasil nikah sirrinya.
2. Menjelaskan akibat hukum sang ibu dalam mencatatkan kelahiran anak hasil
nikah sirrinya.
D. Kegunaan Penélitian
1. Kegunaan Secara Teoritisk
Hasi| penelitian.di upayakan mampuimenyumbang masukan, sehingga
suatu ketika dapat dijadikan panduan dalam menangani permasalahan yang
sama.
2. Kegunaan Secara Praktis
Hasi| penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan
dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi
hukum dan studi keluarga. Temuan-temuan dalam penelitian ini dapat
dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian-penélitian selanjutnya yang
berkaitan dengan pencatatan status anak hasil pernikahan siri.
E. Pendlitian Terdahulu
Yang pertama adalah atas nama A jenis kelamin laki-laki, usia 20 tahun
dimana yang sebenarnya dia anak dari ibu S yang telah menikah siri dengan
lelaki. Namun ketika ibu S meninggal dunia sang suami juga ikut pergi
meninggalkan rumah, sehingga A diasuh dan dibesarkan oleh orang tua
amarhum ibu S. Sang nenek mencatatkan data diri anak A dengan status anak

dari yang sebelumnya berstatus sebaga cucu, ha ini disebabkan karena ketika



amarhum ibu S menikah dengan sang suami tidak memiliki dokumnen
pernikahan dengan serta sang ayah dari anak A pergi tanpa meninggakan
satupun dokumen administrasi.

Kemudian yang kedua adalah anak | anak dari ibu A dan sang suami,
permasalah berawal dari ketika kelahiran anak pertama mereka yang bernama |
dimana sang anak memeiliki sedikit kekurangan dalam satu hal, hal tersebut
menjadi salah satu alasan tidak dicatatkannya sang anak/belum dicatatkannya
identitas sang anak, namun ternyata tindakan itu berkelanjutan hingga anak
kedua, namun beruntung anak kedua mereka di adops oleh sebuah keluarga
yang sadar akan hukum dan sadar akan fungs dan manfaat adanya hukum
tersebut, sehingga anak kedua atau adik dari | identitasnya dicatatkan pada
pemerintah setempat, sedangkan anak | sampai sekarang identitasnya belum
dicatatkan.

Yang ketuga adalah anak bungsu dari [bu K, dimana dalam ha ini ibu K
sedikit paham akan hukum, namun belum menjalakna prosedur hukum yang
semestinya. Yang dimana seharusnya dalaam pencatatan anak di dalam KK
tercantum jelas nama kedua orang tua, namun pada kenyataan hanya tercamtum
nama sang ibu sedanhkan nama ayah kosong.

Berdasarkan uraian diatas diduga terjadi di Kecamatan Karangdadap
Kabupaten Pekalongan. Dimana dalam kasus pertama yang terdapat di wilayah
K ecamatan Karangdadap adal ah terdapat seorang anak (A) lahir dari pernikahan
sirri antaraB dan H, namun pencatatan dokumen lahir sang anak tercantum pada

dokumen pasangan K dan S, yang dimana pasangan ini sebenarnya adalah ayah



dan ibu dari B, hal tersebut disebabkan karena anak (A) tidak memungkinkan
jika harus terdaftar dalam dokumen negara antara H dan B yang mana hanya
melangsungkan pernikahan sirri sgja. °

Praktik yang terjadi di Kecamatan Karangdadap telah melanggar
ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
Tahun 2019. Peraturan tersebut secara tegas mengatur tata cara pencatatan sipil,
namun kenapa masih ada yang tidak memenuhi kewajiban untuk melaporkan
kelahiran anak.'° Ada masalah di Kecamatan K arangdadap, terdapat orang yang
tidak mendaftarkan pernikahan dan kelahiran anak mereka secara resmi.
Padahal, ada aturan yang mewajibkan kita untuk mendaftarkannya. Makanya,
saya ingin meneliti lebih dalam tentang masalah ini, khususnya tentang
kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan status anak yang lahir dari
pernikahan siri dengan judul “Kesadaran Hukum Pencatatan Status Anak Hasil
Nikah Sirri (Studi Kasus.Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)”.
Berdasarkan penelitain yang tel ah dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang
hampir sama namun memiliki titik fokus peneloitian yang berbeda. Berikut

adal ah beberapa judul penelitian relevan dari judul penelitian ini.

9 Wawancara dengan Bapak Wayuno, tanggal 08 September 2024, dirumah informan
kecamatan Karangdadap
10 penelitian Lapangan di Kecamatan Karangdadp K abupaten Pekal ongan.
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kelahiran prespektif legal
culture

Tabel 1.1
Penelitian Relevan
Nama judul Judul Persamaan Perbedaan
Sukma Pembuatan  kelahiran | Membahas Jurna ini
asmarndani akta anak terhadap mengenai nikah |/menggunaka Pasal
ramelan pernikahan sirri siri yang masih 43 ayat Q)
belum dianggap undang-
oleh negara undang nomor 1
tahun 1974
sedangkan  yang
penulis telit
menggunakan
Pasal 42
undang-undang
nomor 1 tahun
1974
Bambang Hak- hak Membahas Skripsi ini
triyudi administrasi tentang dokumen menggunakan
kependudukan akibat | kependudukan | perspektif
perkawinan seperti Maslahah  Al-
sirri prespektif maslahah akta Mursalah
al mursalah keliharan sedangkan  yang
bagi penulis teliti
anaknya menggunakan teori
kesadaran hukum
Ari rianti Nikah Sirri dan | Membahas Skripsi ini
implikasinya - terhadap | kesadaran hukum menjelaskan
keharmonisan dalam | masyarakat dampak nikah sirri
rumah . tangga (studi | terhadap terhadap
kasus desa rejo Basuki kerharmonisan
kecamatan seputih ramanpencatatan nasab keluaraga sedangkan
kabupaten anak dari yang penulis teliti
lempung Tengah) pernikahan sirri  hanya membahas
tentang administras
kependudukan
Abdul kadir Kesadaran hukum Membahas Jurnal ini meneliti di
masyarakat kota batu kesadaran hukumKota Batu
terhadap kepemilikan akta masyarakat sedangkan yang

akan penulis tdliti di
DesaKaligawe

K ecamatan
Karangdadap
Kabupaten
Pekalongan
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Fadli Implikasi yuridis terhadap Membahas Jurnal ini
penerbitan kartu keluarga pencatatan nasabmenggunakan
bagi pasangan nikah sirri anak implikasi  yuridis
di sedangkan yang
Indonesia penulis teliti
menggunakan
yuridis sosiologi

F. Kerangka Teori
Teori merupakan konstrukaintelektual yang dihasilkan dari proses
pengamatan dan penalaran terhadap fenomena empiris. Teori ini berfungsi
sebagal kerangka _konseptual untuk “menjelaskan, meramalkan, dan
mengendalikan berbagai peristiwa. Dalam penelitian ini, kerangkateoretis yang
digunakan adal ah teori kesadaran hukum.

1. Regulasi Pencatatan Anak Hasil Nikah Siri
Akta kelahiran merupakan dokumen penting yang memberikan
pengakuan hukum atas keberadaan seorang anak. Sayangnya, masih banyak
anak di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, yang belum memiliki
akta kelahiran. Hal ini disebabkan oleh berbagar faktor, seperti kurangnya
kesadaran masyarakat, kesulitan akses, dan birokrasi yang rumit. Ketiadaan
akta kelahiran tidak hanya merugikan anak, tetapi juga berdampak pada
kualitas hidup mereka dan masa depan bangsa. Untuk mengatasi masalah ini,
perlu dilakukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai
pemangku kepentingan untuk meningkatkan akses dan kesadaran masyarakat

tentang pentingnya pencatatan kelahiran.!

1 Hanjanto Setiawan, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak",
dalam Jurnal Sosia Informa, Volume, 03., No. 3., (2017), h. 28.
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2. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Soekanto, kesadaran hukum bukan sekadar pengetahuan
tentang aturan-aturan yang berlaku, melainkan pemahaman yang mendalam
tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Proses terbentuknya
kesadaran hukum dimulai dari pemahaman terhadap norma hukum secara
kognitif, kemudian berlanjut pada internalisasi nilai-nilai hukum tersebut
dalam diri individu. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki kesadaran
hukum tidak hanyatahu apayang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga
memahami aasan di balik larangan atau perintah tersebut. Aspek berikut
inilah menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat :

a. Pengetahuan Hukum
b. Pemahaman Hukum
c. Sikap Hukum

d. Perilaku Hukum.

K esadaran hukum yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk taat
pada hukum. Hal ini karena ketika seseorang memahami tujuan dan manfaat
dari suatu hukum, ia akan lebih termotivasi untuk mematuhinya. Sebaliknya,
rendahnya kesadaran hukum akan menyebabkan masyarakat cenderung

mengabai kan hukum.*?

12 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1982),
edisi Pertama. him 182.
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G. Metode Pendlitian
1. Jenis Pendlitian
Penelitian ini  menggunakan Yuridis Sosiologis cara Yyang
menggabungkan hukum dan ilmu sosial untuk mempelgari suatu masalah.
penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik yang sudah ada
maupun yang kami dapatkan langsung dari masyaraka.'®
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini |ebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap
suatu fenomena dartpada hanya mengumpulkan data secara kuantitatif.
Penulis berusaha untuk memahami masalah ini dari perspektif orang-orang
yang mengalaminya secara langsung. Penelitian akan penulis lakukan di
wilayah kecamatan Karangdadap kabupaten pekalongan. KarenaHal tersebut
didukung dengan adanya peristiwa status pencatatan anak hasil nikah siri.
3. Sumber Data
Sumber untuk mengumpulkan data, penulis melakukan observas
langsung di Kecamatan Karangdadap. Selain itu, penulis juga mencari
informasi dari berbagai sumber bacaan yang masih relevan.
a. Data Primer
Sumber data primer adalah data utama penulis yang berasal dari
informasi langsung yang kami dapatkan dari ibu-ibu yang menikah siri di

Kecamatan Karangdadap atau keluarga terdekat. Penulis mewawancarai

13 Amiruddin,Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Gravindo Persada,
2012, him.34.
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mereka secara langsung untuk mendapatkan cerita dan pengalaman
mereka.
b. Data Sekunder
Selain data yang kami kumpulkan langsung di lapangan, kami juga
menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan hasil pendlitian
lainnya untuk mendukung temuan kami..
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  Untuk+ mendapatkan' data yang komprehensif, kami
menggunakan populasi dan sampel. Populasl dalam skrips tersebut adalah
Ibu yang mempunyai anak hasil nikah siri di Desa Kaigawe kec.
Karangdadap. Sampel dalam skripsi tersebut adalah 3 orang ibu yang
menikah sirit yang dipilih secara acak menggunakan random sampling.
Teknik pengumpul an data yang digunakan adal ah
a. Observas untuk melihat langsung situasi-di lapangan,
b. wawancara untuk. menggali informasi secara mendalam dari informan,
c. Dokumentasi untuk melengkapi data dari sumber-sumber tertulis
5. Teknik Pengecekan K eabsahan Data
Teknik yang digunakan untuk memeriksa kebenaran data yang
diperoleh menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemerikasaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk
keperluan pengecekan atau sebagal pembanding terhadap data itu. Ada dua

caramelakukan triangulasi, antaralain :
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a. Triangulasi Sumber
Yaitu pengecekan data dengan cara mencari data dari sumber yang

beragam yang masih terkait satu sama lain. Dalam penelitian ini maka

pengumpulan data dilakukan ke pihak-pihak yang terlibat dalam

pernikahan poligami ini.

b. Triangulas Teknik
Yaitu pengecekan datadengan penggunaan berbagai teknik. Dengan

menggunakan triangulasi teknik berarti mengecek data kepada sumber

yang sama dengan teknik yang berbeda Yeaitu dengan menggunakan

teknik wawancara, dan dokumentasi.

H. Sistematika Penulisan

BAB | Pendahuluan : Bab ini berisi sebagai |andasan awal penelitian. Pada
bab ini, akan diuraikan secara rinci mengena latar belakang masalah yang
menj adi fokus penélitian. Selain itu, akan dijelaskan pularumusan masal ah yang
spesifik, tujuan penelitian yang ingin dicapal, manfaat penelitian bagi berbagai
pihak, kajian pustaka terkait penelitian serupa, kerangka teori yang mendasari
penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta gambaran umum mengenal
struktur penulisan skripsi.

Bab Il Landasan Teori, Teori yang dipaka dalam penelitian ini adalah
Regulas Pencatatan Anak Hasil Nikah Siri dan membahas Teori Kesadaran

Hukum.
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Bab I11: Datatentang data Partisi pan atau narasumber atau informan terkait
kesadaran hukum, : (1) pengetahuan hukum; (2) pemahaman hukumnya; (3)
sikap hukumnya; dan (4) perilaku hukumnya orang tuasi anak.

Bab IV: Andisa dan penilaian tentang kesadaran hukum: apakah
pengetahuan hukum orang tuanyatinggi atau rendah, demikian juga pemahaman
hukumnya, sikap hukumnya maupun ketaatan hukumnya.

Bab V Penutup, terdiri.dari kesimpulan dan saran yang selanjutnya

dilengkapi dengan daftar pustaka



BABV
PENUTUP
A. Simpulan

Simpulan dari penelitian ini pengetahuan hukum partisipan terhadap
pencatatan status anak hasil nikah siri masih sangat rendah. Mayoritas Partisipan
tidak mengetahui prosedur pencatatan administras anak di instansi resmi,
sehingga banyak anak hasil nikah siri yang tidak memiliki akta kelahiran yang
sah. Pemahaman hukum-Partisipan juga tergelong rendah. Meskipun beberapa
Partisipan memahami pentingnya pencataian status anak, mereka tidak
mengetahui solusl alternatif seperti penggunaan Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak (SPTJIM) sesuai Permendagri Nomor 9 Tahun 2016. Sikap hukum
Partisipan menunjukkan kurangnya apresiasi terhadap pentingnya pencatatan
administrasi. Beberapa Partisipan bersikap acuh tak acuh karena merasa proses
administrasi tidak memiliki manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari.
Ketaatan perilaku hukum  Partisipan sangat dipengaruhi oleh kendala seperti
stigma sosia, keterbatasan ekonomi, kurangnya akses terhadap informasi, dan
rendahnya tingkat pendidikan.

Akibat hukum dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat
mengurus akta kelahiran. hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran
yang digjukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukan akta
nikah orangtua anak tersebut dianggap sebagal anak luar nikah tidak tertulis
nama ayah kandung hanya tertulis nama ibu kandungnya sga dan akan

berdampak secara sosia dan psikologis bagi anak dan ibunya.
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Faktor-faktor terlihatnya bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat
yaitu stigma sosial, keterbatasan ekonomi, kurangnya akses terhadap informasi,
dan rendahnya tingkat pendidikan. Hal tersebut merupakan isu yang kompleks
dan membutuhkan solusi yang komprehensif.

. Saran

Berdasarkan temuan penélitian, berikut adalah beberapa Point saran untuk
tindak lanjut: Pertama Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Pemerintah daerah,
bersama instans terkait; perlu mengadakan sosialisas secara rutin tentang
pentingnya pencatatan status anak dan prosedur administrasi yang diperlukan.
Sosidlisas dapat dilakukan melaui forum-forum warga, tempat ibadah, dan
medialokal.

Kedua Peningkatan Akses Layanan Administrass Pemerintah harus
mempermudah akses |ayanan pencatatan, seperti membuka layanan keliling atau
memperbanyak kantor cabang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di
wilayah terpencil.

Ketiga Peningkatan Pendidikan Hukum Masyarakat Upaya untuk
meningkatkan literasi hukum masyarakat perlu dilakukan dengan memasukkan
materi kesadaran hukum ke dalam program pendidikan forma maupun non-
formal di tingkat desa.

Keempat Pendampingan Khusus bagi Pasangan Nikah Siri Pemerintah
dapat membentuk tim pendamping khusus yang membantu pasangan nikah siri

dalam mengurus pencatatan status anak, termasuk pengisian SPTIM.
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Kelima Penegakan Hukum yang Bersifat Edukatif Alih-alih memberikan
sanksi, pemerintah sebaiknya mengutamakan pendekatan edukatif yang
mendorong masyarakat untuk memahami pentingnya pencatatan status hukum
anak bagi masa depan mereka.

Saran-saran ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat Kecamatan Karangdadap, sehingga pencatatan status anak

hasil nikah siri dapat dilakukan.secara menyel uruh dan optimal.
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